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ABSTRACT 
The requirement to implement regional autonomy and fiscal decentralization is a good regional fiscal 
health condition. This study took a sample of districts / cities in West Java Province in the period 2019 
- 2021 to be analyzed using the Fiscal Health Index. The research method uses a quantitative 
descriptive study and as the unit of analysis sets all districts / cities. The fiscal health condition of each 
Regency / City in the West Java Province region before and during the Covid-19 pandemic can be 
described through the results of the analysis. From the measurement of each indicator, it can be seen 
that the regions with good financial health conditions are Pangandaran Regency, Majalengka 
Regency, Cirebon City, and Banjar City. The financial condition of Pangandaran Regency is 
relatively stable, even though the two years of the Covid-19 pandemic have not experienced 
significant shocks. Likewise with Majalengka Regency, although the index fell at the beginning of the 
pandemic (2019, and 2020), in 2021 the index increased significantly. On the other hand, the financial 
health conditions that are classified as poor are Cianjur, Karawang, and West Bandung. These three 
regions have a financial condition index far from other regions. In 2019, West Bandung Regency and 
in 2021 Cianjur Regency are the regions with the lowest index while in 2020 the lowest is Karawang 
Regency.  
Keywords: Regional Fiscal Health, Fiscal Decentralization, Financial Independence, Financial 
Flexibility, Service Solvency 

 
ABSTRAK 

Syarat untuk menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah dengan kondisi 
kesehatan fiskal daerah yang baik. Pada kali ini penelitian mengambil sampel Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2019 - 2021 untuk dianalisis dengan menggunakan 
Indeks Kesehatan Fiskal. Kondisi kesehatan fiskal masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah 
Provinsi Jawa Barat pada masa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 dapat 
digambarkan melalui hasil analisisnya. Metode penelitian dengan mengunakan studi deskriptif 
kuantitatif dan sebagai unit analisisnya menetapkan seluruh Kabupaten/Kota. Dari pengukuran 
masing-masing indikator, terlihat bahwa daerah yang kondisi Kesehatan keuangannya baik 
adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kota Banjar. 
Kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran relatif stabil, walaupun dua tahun pandemi Covid-19 
daerah tersebut tidak mengalami goncangan berarti. Demikian halnya dengan Kabupaten 
Majalengka, walaupun indeksnya sempat turun di awal pandemi (2019, dan 2020) namun pada 
tahun 2021 indeksnya meningkat signifikan. Sebaliknya kondisi kesehatan keuangan yang 
tergolong buruk yakni Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Bandung Barat. Ketiga daerah ini 
indeks kondisi keuangan jauh dari wilayah lainnya. Pada tahun 2019 Kabupaten Bandung Barat 
dan tahun 2021 Kabupaten Cianjur merupakan daerah dengan indeks terendah sementara pada 
2020 yang terendah adalah Kabupaten Karawang.  
Kata Kunci: Kesehatan Fiskal Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Fleksibilitas 
Keuangan, Solvabilitas Layanan  
 
PENDAHULUAN  

Penerapan prinsip desentralisasi 
fiskal adalah salah satu salah satu 

perhatian penting dalam kinerja 
keuangan daerah. Bukan suatu hal yang 
mengherankan bila negara-negara di 
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dunia, cenderung berlomba-lomba 
dalam memberikan kewenangan bagi 
pemerintah daerah mengelola 
keuangannya untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang optimal. 
Menurut Oates (1993) yang menegaskan 
bahwa desentralisasi fiskal telah menjadi 
rujukan penting bagi pertumbuhan 
ekonomi di daerah yang lebih baik dan 
efisien. Desentralisasi fiskal dan 
reformasi pemerintahan daerah telah 
menjadi kecenderungan global pada 
era 1990-an, (Paul Smoke, dalam 
Simanjuntak, 2010). Pergeseran tersebut 
tidak hanya terjadi di Negara Federal, 
tetapi juga pada Negara Kesatuan, 
termasuk negara dimana diterapkannya 
tradisi otokratiksentralistik yang kuat 
(Teresa Ter-Minasian).  

Pada tahun 2001 dari 192 negara 
di dunia Syah dan Thomson 
menyebutkan bahwa terdapat 24 negara 
federal dan 20 negara kesatuan dengan 
elemen federal. Artinya secara implisit 
data tersebut dapat diinterpretasi bahwa 
148 negara lainnya merupakan negara 
kesatuan berdesentralisasi (decentralized 
unitary state) atau negara kesatuan yang 
tidak berdesentralisasi. Menurut 
Gedeona, 2009, data lainnya oleh 
Cohen dan Peterson menunjukkan 
bahwa ada 106 dari 116 negara 
berkembang yang diklasifikasikan oleh 
PBB menganut desentralisasi 
merupakan negara kesatuan.  

Tetapi untuk mencapai harapan 
tersebut desentralisasi fiskal masih 
menghadapi berbagai masalah. Tiga isu 
utama dalam pelaksanaan 
desentralisasi fiskal menurut Sidik 
(dalam Tikha dan Sujarwoto, 2015, 
antara lain: a) besarnya proporsi 
transfer pemerintah pusat ke daerah   
dibandingkan dengan pendapatan asli 
daerah yang menandai bahwa tingginya 
ketergantungan  pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat; b) daerah 
memiliki kemampuan yang rendah di 

dalam menggali sumber-sumber 
penerimaaan yang  berasal  dari  potensi  
daerah; dan c) daerah dalam 
menggunakan efisiensi anggaran rendah 
terlihat dari proporsi anggaran daerah 
yang  dikeluarkan untuk biaya 
operasional lebih besar dibandingkan  
dengan  pengeluaran daerah  yang  
digunakan  untuk pembiayaan kegiatan 
pembangunan. Isu tersebut masih 
dirasakan di Indonesia, selama lebih dari 
20 tahun penerapan desentralisasi fiskal 
yang telah dimulai dengan pengesahan 
Undang-Undang No 22 Tahun 1999 (UU 
No 23 tahun 2014) tentang Pemerintahan 
Daerah yang mengusung prinsip otonomi 
daerah dan Undang-Undang No 25 
tahun 1999 (UU No No 33 tahun 
2004) yang mengatur perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. UU No 22 
Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Pusat Dana Daerah yang 
telah diundangkan pada tanggal 5 
Januari 2022 merupakan peraturan 
terbaru yang mengatur hal tersebut.  

Pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan lebih 
luas, nyata dan bertanggung jawab telah 
diberikan kewenangan mengenai 
desentralisasi ini menurut regulasi. 
Pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah dalam perimbangan tugas, 
fungsi dan peran diharapkan dapat 
mendorong masing-masing daerah 
memiliki penghasilan yang cukup dan 
sumber pembiayaan yang memadai 
untuk memikul tanggung jawab 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Sehingga daerah akan berkembang lebih 
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maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif, 
baik dalam pelaksanaan pemerintahan 
maupun pembangunan daerah.  

Pergeseran fungsi, tanggung 
jawab dan tugas pemerintah dari pusat ke 
daerah diakibatkan dengan berlakunya 
kebijakan desentralisasi di Indonesia. 
Pemerintahan daerah yang tanggap 
diberikan peluang oleh Desentralisasi, 
tetapi akan membutuhkan mekanisme 
koordinasi yang jelas dan  kuat. 
Pemerintah Daerah telah didorong oleh 
perubahan tersebut dalam 
meningkatkan kondisi daerah sesuai 
kepentingan sosial, ekonomi dan 
politiknya. Menurut Firman (2009) 
bahwa kebijakan desentralisasi di 
Indonesia telah melahirkan fenomena 
baru bagi pemerintah daerah untuk lebih 
intensif mengeksploitasi sumber daya 
lokal dan aset fisik mereka, untuk 
memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), tanpa mempertimbangkan 
kondisi sosial ekonomi dan politik 
masyarakat yang pada akhirnya dapat 
mengurungkan niat  
investor untuk berinvestasi di 
wilayahnya. Untuk meningkatkan 
PAD, sikap agresif Pemerintah 
Daerah memunculkan banyak regulasi 
yang mengakibatkan ekonomi biaya 
tinggi.  

Pengelolaan keuangan daerah 
yang tepat sangat diperlukan di dalam 
kondisi tersebut. Pada era pandemi 
Covid-19 hampir seluruh daerah di 
Indonesia mengalami dampak buruk, 
baik di sektor kesehatan maupun 
ekonomi. Pendapatan daerah menurun 
tajam dan penyelenggaraan 
pembangunan di daerah terhambat 
diakibatkan oleh Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. 
Sebagian besar belanja pemerintahan 
diarahkan untuk penanggulangan 
Covid-19. Landasan pelaksanaan 
kebijakan refocusing dan realokasi 

anggaran pemerintah adalah Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
penanganan Pandemi Covid-19.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia  Nomor 19  Tahun 
2020  tentang  Pengukuran  Indeks  
Pengelolaan  Keuangan  Daerah telah 
diterbitkan oleh Pemerintah di masa 
pandemic Covid-19, mengajukan 
standar dengan istilah Indeks 
Pengelolaan Keuangan Daerah atau 
IPKD. Pasal 1 ayah 1 menyebutkan 
bahwa IPKD adalah satuan ukuran yang 
ditetapkan berdasarkan seperangkat 
dimensi dan indikator untuk menilai 
kualitas kinerja tata kelola keuangan 
daerah yang efektif, efisien, transparan, 
dan akuntabel dalam periode tertentu.  

Kesesuaian dokumen 
perencanaan dan penganggaran; 
pengalokasian anggaran belanja dalam 
APBD; transparansi pengelolaan 
keuangan daerah; penyerapan anggaran, 
kondisi keuangan daerah; dan opini 
Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 
merupakan dimensi yang menjadi 
pengukuran. Dimensi kondisi 
keuangan daerah dapat diukur dengan 
indikator 6 (enam), antara lain: a) 
Kemandirian Keuangan; b) Fleksibitas 
keuangan; c) Solvabilitas operasional; 
d) Solvabilitas jangka pendek; e) 
Solvabilitas jangka panjang; dan f) 
Solvabilitas layanan.  

Provinsi Jawa Barat berdasarkan 
Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah 
dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07 
/2021, kapasitas fiskal Provinsi Jawa 
Barat termasuk dalam kategori Tinggi. 
Adapun kapasitas fiskal 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Barat kategorinya bervariasi, kondisi 
Kesehatan keuangannya baik adalah 
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten 
Majalengka, Kota Cirebon, dan Kota 
Banjar. Dalam tiga tahun, 2019 – 2021 
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kondisi keuangan Kabupaten 
Pangandaran relatif stabil, walaupun 
dua tahun pandemi Covid-19 daerah 
tersebut tidak mengalami goncangan 
berarti. Demikian halnya dengan 
Kabupaten Majalengka, walaupun 
indeksnya sempat turun di awal 
pandemi (2019, dan 2020) namun pada 
tahun 2021 indeksnya meningkat 
signifikan. Sebaliknya kondisi 
kesehatan keuangan yang tergolong 
buruk yakni Kabupaten Cianjur, 
Karawang, dan Bandung Barat. Ketiga 
daerah ini indeks kondisi keuangan 
jauh dari wilayah lainnya. Pada tahun 
2019 Kabupaten Bandung Barat dan 
tahun 2021 Kabupaten Cianjur 
merupakan daerah dengan indeks 
terendah sementara pada 2020 yang 
terendah adalah Kabupaten Karawang.   

Tolak ukur untuk menentukan 
kapasitas fiskal daerah dalam penilaian 
Permenkeu ini menggambarkan 
kemampuan keuangan masing-masing 
daerah yang dicerminkan melalui 
pendapatan daerah dikurangi dengan 
pendapatan yang penggunaannya sudah 
ditentukan dan belanja tertentu. Berikut 
disajikan data pendapatan asli daerah dan 
belanja daerah di 27 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat pada periode 
2019-2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Pendapat Asli Daerah & 
Pengeluaran/Belanja Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Barat  (ribu rupiah) 2019-2021 

 
Sumber: jabar.bps.go.id - 
pendapatan-pemerintah-kabupaten-kota 
Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah 

& Pendapatan Dana Perimbangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Barat (ribu rupiah), 2019-2021 

 
Sumber: jabar.bps.go.id - 
pendapatan-pemerintah-kabupaten-kota 
 
Desentralisasi Fiskal di Indonesia  

Desentralisasi memiliki tiga aspek 
utama menurut Robert Arthur 
Simanjuntak (2010), yakni politik, 
administrasi dan fiskal. Bird (2000) 
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mendefinisikan Desentralisasi sebagai: 
(1) pelepasan tanggungjawab yang 
berada dalam lingkungan Pemerintah 
Pusat ke instansi vertikal di daerah atau 
ke Pemerintah Daerah; (2) pendelegasian 
suatu situasi di mana daerah bertindak 
sebagai perwakilan pemerintah untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi tertentu 
atas nama pemerintah; (3) Pelimpahan 
suatu situasi yang bukan saja 
implementasi tetapi juga kewenangan 
untuk memutuskan apa yang perlu 
dikerjakan di daerah 

Desentralisasi di Indonesia 
popular pada masa transisi dari 
otoritarian ke demokrasi sejak era 
reformasi atau pasca jatuhnya 
pemerintahan Soeharto. Istilah tersebut 
tertuang dalam UndangUndang No 22 
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 
Undang-Undang mengenai otonomi 
daerah ini telah mengalami revisi dua 
kali yakni Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 
tahun 2014. Pada ketentuan umum UU 
tersebut telah diperkenalkan istilah 
desentralisasi yang diartikan sebagai 
penyerahan urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah 
otonom berdasarkan Asas Otonomi. 
Selain itu, UU yang mengusung 
Otonomi Daerah ini juga 
memperkenalkan istilah dekonsentrasi 
yakni pelimpahan sebagian urusan 
Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat kepada 
gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat, kepada instansi vertikal di 
wilayah tertentu, dan/atau kepada 
gubernur dan bupati/wali kota sebagai 
penanggung jawab urusan pemerintahan 
umum. Berdasarkan UU tersebut, 
pelaksanaan desentralisasi fiskal 
bermakna bahwa daerah diberikan 
kewenangan   untuk   memanfaatkan   
sumber   keuangan   sendiri   dan   
didukung   dengan perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah. 

Kebijakan perimbangan keuangan antara 
pusat dan daerah dilakukan dengan 
mengikuti pembagian kewenangan atau 
money follows function (Gedeona, 
2009). 

Pelimpahan kewenangan dan 
tanggung jawab pemerintah pusat 
kepada pemerintahan daerah, 
khususnya menyangkut 
sumber-sumber penerimaan dan 
kewajiban pengeluaran atau belanja 
untuk pelayanan publik lokal secara 
sederhana didefinisikan sebagai 
desentralisasi fiskal. Intinya pelaksanaan 
desentralisasi fiskal telah dilaksanakan 
sejak orde baru, tetapi terdapat 
perbedaan pelaksanaannya di era 
reformasi. Desentralisasi fiskal 
Indonesia di transisi demokrasi   saat   
ini   adalah   penekanan   pada   
pendelegasian   kewenangan   di   
tingkat kabupaten/kota setelah 
sebelumnya pelimpahan kewenangan 
hanya pada tingkat provinsi 
(Mardiasmo, 2018) dan (Digdoweiseso, 
dkk, 2022). Hal ini dilakukan untuk 
memperpendek rentang kendali 
birokrasi.  
 
Kesehatan Fiskal Daerah  

Pelaksanaan kebijakan 
desentralisasi fiskal di Indonesia 
sepanjang lebih dua dekade perlu 
dikritisi salah satunya dengan mengukur 
kondisi kesehatan fiskal daerah. Untuk 
mengukur hal tersebut, umumnya 
dengan indikator kinerja makro seperti 
tingkat pertumbuhan ekonomi, 
peningkatan lapangan kerja, kenaikan 
indeks pembangunan manusia, 
penurunan ketimpangan, serta 
pengentasan kemiskinan (Ananda, 
2022). Kesehatan fiskal juga dapat 
dilihat dengan kemandirian suatu 
daerah untuk membiayai 
pemerintahan dan pembangunan di 
wilayahnya. Menurut Ritonga, et al. 
(2019) dan Digdowiseiso (2022) 
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mendefinisikan kondisi keuangan 
pemerintah daerah sebagai kemampuan 
pemerintah daerah untuk memenuhi 
kewajiban (jangka pendek, jangka 
panjang, kewajiban operasional, dan 
kewajiban untuk menyediakan layanan 
publik),untuk mengantisipasi kejadian 
yang tidak terduga, dan untuk 
melakukan hak pengelolaan keuangan 
secara efektif dan efisien. 

Kondisi keuangan pemerintah 
sebagai kesehatan kesehatan keuangan, 
yang diukur  
dari aspek-aspek keberlanjutan 
(sustainability), kerentanan 
(vulnerability) dan fleksibilitas  
(flexibility) dalam konteks keseluruhan 
dari lingkungan ekonomi maupun 
keuangan, The Canadian Institute of 
Chartered Accountants - CICA 1997 
(dalam Ritonga, 2014). 

Untuk penopang keuangan daerah 
di masa desentralisasi fiskal, Menurut 
Brojonegoro (2003) dan Tikha dan 
Sujarwoto (2015) bahwa dua sumber 
utama yang berkontribusi bagi 
keuangan  
daerah yaitu: 1) intergovernmental 
transfer yakni sumber-sumber 
penerimaan keuangan yang  
berasal dari transfer  pemerintah  pusat  
ke  daerah baik dalam bentuk dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus, 
dan dana bagi hasil (pajak dan non 
pajak); 2) pendapatan asli daerah 
yakni sumber-sumber    penerimaan  
daerah  yang  digali  dan  digunakan  
sendiri  sesuai  dengan potensinya 
masing-masing. Kesehatan keuangan 
daerah mencerminkan kemampuan 
daerah dalam memobilisasi dan 
mengelola sumber-sumber 
keuangannya. Untuk mencapai kinerja 
keuangan daerah yang sehat, Pemerintah 
daerah perlu memastikan bahwa sumber 
keuangan daerah tersebut di satu sisi 
dapat dimanfaatkan secara tepat dan di 
sisi lain dapat ditingkatkan untuk 

menjalankan pemerintahan dan 
pembangunan daerah. 

Kenneth W. Brown, Maher dan 
Nollenberger mengukur kesehatan 
keuangan daerah dengan menghitung 
rasio dari 10 indikator, yang dikenal 
dengan istilah The Ten-Point Test of 
Fiscal Condition. Metode pengukuran 
yang dikemukakan Brown telah 
digunakan di berbagai penelitian, 
termasuk Handoyo (2019) yang 
menganalisa kondisi keuangan daerah 
di Provinsi Jawa Barat dan 
Digdowiseiso dkk (2022) menganalisis 
kondisi keuangan Provinsi Maluku 
Utara pada periode 2016- 
2019 dengan 10 indikator sebagaimana 
Tabel 3. Primawaty (2017) 
menganalisis kondisi keuangan 
Pemerintah Daerah se-Sumantra pada 
periode 2011-2015 dengan 
mengaplikasikan konsep enam 
dimensi yang dikembangkan oleh 
Ritonga (2014).  

Tabel 3. Indikator Analisis Kondisi 
Keuangan Daerah 

 
Sumber: Digdowiseiso dkk (2022)  
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif - kuantitatif. 
Objek penelitian ini adalah  
kondisi keuangan wilayah 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 
yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9   
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Kota.   Penelitian   ini   dikategorikan   
sebagai   penelitian   populasi,   karena   
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Barat merupakan unit analisis. 
Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder 
yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik Provinsi Jawa Barat 
(jabar.bps.go.id) yakni Statistik 
Keuangan Pemerintah Daerah 
Se-Provinsi Jawa Barat 2019-2021. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2020, untuk mengukur 
kesehatan fiskal daerah dilakukan 
dengan menggunakan enam indikator, 
yakni a) Kemandirian Keuangan; b) 
Fleksibitas keuangan; c) Solvabilitas 
operasional; d) Solvabilitas jangka 
pendek; e) Solvabilitas jangka panjang; 
dan f) Solvabilitas layanan. Namun 
mengingat keterbatasan data, maka 
penulis hanya menetapkan tiga dari 
enam indikator tersebut. Ketiga 
indikator tersebut diuraikan sebagai 
berikut;  
 
1.  Kemandirian Keuangan  

Indikator kemandirian keuangan 
dicerminkan melalui rasio-rasio 
besarnya pendapatan asli pemerintah 
daerah dibagi dengan total pendapatan 
atau total belanja (Ritonga, 2014). 
Rasio kemandirian keuangan diukur 
dengan beberapa formula :  
Rasio A = Total pendapatan Asli Daerah 
LRA/Total pendapatan  
Rasio B = Total Pendapatan Asli 
Daerah/Total Belanja  
Rasio C = Total Pendapatan Asli Daerah 
LO/Total Pendapatan LO  
Rasio D = Total Pendapatan Asli 
Daerah LO/Total Beban LO  
Dari beberapa formula, penulis 
menggunakan formula berikut :  

 
 

2.  Fleksibitas Keuangan  
Fleksibilitas keuangan 

pemerintah daerah diwakili oleh 
kapasitas pendapatan  
pemerintah daerah setelah dikurangi 
belanja wajib dan/atau pendapatan 
terikat yang  
selanjutnya dibagi dengan besarnya 
jumlah kewajiban pemerintah daerah 
kepada pihak  
lain (Ritonga, 2014). Rasio Fleksibilitas 
keuangan dianalisis dengan beberapa 
formula: 
Rasio A = (Total Pendapatan 
LRA-Pendapatan DAK LRA - Belanja 
Pegawai)/(Total Kewajiban + Belanja 
Pegawai)  
Rasio B = (Total Pendapatan LRA - 
Pendapatan DAK LRA)/(Total 
Kewajiban + Belanja Pegawai)  
Rasio C = (Total Pendapatan LO - 
Pendapatan DAK LO - Belanja Pegawai 
LO)/(Total Kewajiban + Beban Pegawai 
LO)  
Rasio D = (Total Pendapatan LO - 
Pendapatan DAK LO)/(Total 
Kewajiban + Beban Pegawai)  
Karena keterbatasan data, maka untuk 
mengukur fleksibilitas ini penulis 
menggunakan salah satu rumus untuk 
mengukur rasio fleksibilitas, yaitu:  

 
 

3.  Solvabilitas layanan;  
Solvabilitas layanan terwakili 

dalam rasio antara sumberdaya fasilitas 
yang dimiliki pemerintah daerah 
dengan jumlah warga yang dilayani 
oleh pemerintah daerah (Ritonga, 
2014) 
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Rasio solvabilitas layanan 
dianalisis dengan beberapa formula: 
Rasio A =Total Ekuitas/Jumlah 
Penduduk  
Rasio B =Total Aset/Jumlah Penduduk  
Rasio C =Total Aset tetap/Jumlah 
Penduduk  
Rasio D =Total Belanja LRA/Jumlah 
Penduduk  
Rasio E =Total Belanja Modal Tetap 
LRA/Jumlah Penduduk Rasio F =Total 
Beban LO/Jumlah Penduduk  

Rasio total belanja perkapita 
merupakan  perbandingan  antara  
jumlah  total pengeluaran dengan 
jumlah penduduk suatu wilayah. Pada 
kajian kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Barat maka rasio total belanja perkapita 
adalah jumlah total pengeluaran 
masing-masing Kabupaten/Kota dibagi 
dengan total jumlah penduduk 
masing-masing Kabupaten/Kota pada 
tahun yang sama. Rasio total belanja 
modal perkapita merupakan 
perbandingan antara total belanja modal 
masing-masing Kabupaten/Kota dibagi 
dengan total jumlah penduduk 
masing-masing Kabupaten/Kota pada 
tahun yang sama.  

 
Analisis kondisi keuangan daerah 
dilakukan dengan menghitung rasio 
masing-masing indikator selama 
periode pandemi Covid-19 yakni pada 
tahun 2019-2021. Analisi selanjutnya 
membuat rumus indeks.  

 
 

 
Indeks disesuaikan dengan angka 

tertinggi skor indeks = 1, dan angka 
terrendah dengan skor indeks = 0.  

Tabel 4. Rata-rata skor indeks 
dikategorisasikan pada rentang kelas  

 
Analisis selanjutnya, untuk 

menemukan indeks kondisi keuangan, 
maka dihitung semua indeks 
masing-masing indikator dengan formula 
sebagai berikut : 

 
4. Diskusi & Analisis Data  

Realisasi  Penerimaan  Pemerintah  
Daerah  (Pemda)  Provinsi  Jawa  Barat  
yang  berasal dari Pendapatan Daerah 
pada tahun 2020 mencapai  Rp  
34.504,28  milyar  atau  turun  sebesar 
4,26%  dari  penerimaan  tahun  2019.    
Demikian  juga  pada  ealisasi  
penerimaan  Pemda Kabupaten/Kota  
se-Jawa  Barat  yang  mengalami  
penurunan  sebesar  6,56 % dari 
penerimaan tahun 2019 dengan capaian 
realisasi sebesar Rp. 89.035,44 milyar. 
Realisasi ini jauh dari target penerimaan 
APBD yang ditetapkan pada tahun 2020 
dengan perkiraan sebesar Rp. 41.583,15 
milyar untuk Pemda Provinsi Jawa 
Barat dan target total penerimaan Pemda 
Kabupaten Kota Se-Jawa Barat sebesar 
Rp. 92.148,09 milyar. Hal ini memberi 
gambaran bahwa adanya  Pandemi  
Covid-19  yang  terjadi  di  Tahun  2020  
berdampak  pada  turunnya  capaian 
realisasi  penerimaan  Pemda  Provinsi  
Jawa  Barat  maupun  Pemda  
Kabupaten/Kota  Se-Jawa Barat.  

Sementara itu, penerimaan 
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pembiayaan Pemda Provinsi Jawa Barat 
pada tahun 2020 mengalami  
peningkatan  sebesar  54,12%  
dibandingkan  tahun  2019  atau  
meningkat menjadi sebesar 4.872,04 
milyar . Hal yang sama di Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota SeJawa Barat 
yang meningkat 15,83% atau menjadi 
7.806,07 milyar. Mengamati  nilai  
APBD  di  tahun  2021,  memberi  
gambaran  bahwa  pada  tahun  2021 
penerimaan Pemda Provinsi Jawa Barat 
diperkiraan akan mengalami 
peningkatan sebesar 20,19 persen  atau  
meningkat  menjadi  Rp.  41.472,00  
milyar.   Sementara  total  penerimaan  
PemdaKabupaten/Kota Se-Jawa Barat 
mengalami penurunan sebesar 1,07% 
atau turun menjadi Rp. 88.083,48 
milyar. Sementara dari sisi penerimaan 
pembiayaan Pemda Provinsi Jawa Barat 
turun  sebesar  33,44%  sedangkan  
Pemda  Kabupaten/Kota  Se-Jawa  Barat   
meningkat sebesar 0.24%.  

Tabel 5. 

 
Realisasi Belanja Pemerintah 

Daerah memberi gambaran berapa nilai 
yang dibelanjakan untuk melayani 
masyarakat. Pada Tahun 2020, Realisasi 
belanja Pemda Provinsi mengalami 
peningkatan yaitu sebesar 6,40% atau 

menjadi Rp.  38.127,53 milyar 
sementara untuk Pemda 
Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat justru 
mengalami penurunan sebesar 5,23% 
atau capaian belanjanya mencapai Rp. 
89.006,81 milyar. Capaian realisasi ini 
masih jauh dari target nilai APBD yang 
ditetapkan pada tahun 2020 dengan 
perkiraan akan mencapai sebesar Rp. 
45.995,6 milyar untuk target belanja 
Pemda Provinsi Jawa Barat dan target 
total belanja Pemda Kabupaten Kota 
Se-Jawa Barat sebesar Rp. 95.826,29 
milyar. Berkurangnya realisasi belanja 
ini dampak dari turunnya penerimaan 
daerah akibat dari Pandemi Covid-19 
yang ditandai dengan pendapatannya 
mengalami pertumbuhan negatif.  

Turunnya realisasi belanja terjadi 
juga di pembiayaan pengeluaran,  
Pemda  Provinsi nilai  pembiayaan 
pengeluaran  turun  menjadi  Rp.  
1.248,78  milyar  atau  turun  sebesar  
62,90% dan Pemda Kabupaten/Kota 
Se-Jawa Barat nilai pembiayaan 
pengeluaran menjadi Rp. 7.834,71 
milyar atau turun sebesar 3,31% dari 
nilai pembiayaan tahun sebelumnya. 
Mengamati target belanja Pemerintah 
Daerah tahun 2021 (APBD  2021) 
diperoleh gambaran bahwa nilai belanja 
Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami 
peningkatan yaitu 17.02% atau 
diperkirakan mencapai Rp. 44.615,07 
milyar. Sementara Pemda 
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat akan 
mengalami peningkatan juga sebesar 
4,99% atau mencapai Rp. 93.448,38 
Milyar.   Dengan peningkatan anggaran 
belanja di tahun 2021 diharapkan 
penanganan akibat dari Pandemi 
Covid-19 dapat dilakukan lebih baik 
sehingga dapat menggerakan 
perekonomian wilayah. 

Penerimaan Pendapatan Daerah 
diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah 
(PAD); Transfer Dana Perimbangan 
dan penerimaan lain-lain Pendapatan 
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yang sah.   Struktur penerimaan 
daerah antara Pemda Provinsi dan 
Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 
berbeda dimana untuk Pemda Provinsi 
sebagian besar penerimaan 
pendapatan daerah bersumber pada 
Pendapatan Asli   Daerah (PAD) 
sementara untuk Pemda 
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 
sebagian besar diterima dari Dana 
Perimbangan. 

Pandemi Covid-19 telah 
menurunkan nilai realisasi PAD baik 
pemda Provinsi maupun Pemda 
Kabupaten/Kota se Jawa Barat.    
Realisasi PAD tahun 2020 mencapai 
Rp.  17.477,89 milyar, turun sebesar 
12,19% dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Demikian juga untuk 
realisasi total PAD Pemda 
Kabupaten/Kota yang mencapai Rp. 
13.846,14 milyar, turun sebesar 
40,44% dibandingkan tahun 
sebelumnya. Perolehan PAD ini jauh 
dari target yang ingin dicapai, dimana 
Pemda Provinsi mentargetkan capaian 
PAD sebesar Rp. 25.223,22 milyar 
atau hanya sebesar 69,29% dari target. 
Sementara untuk PAD Pemda 
Kabupaten/Kota SeJawa Barat 
mentargetkan sebesar Rp. 25.336,98 
milyar atau hanya mencapai 54,65%.  

umber sumber penerimaan PAD 
seperti Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah mengalami penurunan  
dibandingkan  dengan  tahun  
sebelumnya.   Penurunan  ini  sangat  
berkaitan  erat dengan kondisi 
perekonomian Jawa Barat di tahun 
2020 yang mengalami pertumbuhan 
negatif. Aktivitas ekonomi yang 
mengalami penurunan dampak dari 
pandemi Covid-19 berakibat pada 
tingkat penerimaan pajak maupun 
retribusi.  

 
 
 
 
 

Tabel 6. 

 
Sejak tahun 2001, seiring 

dengan pelaksanaan otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal, transfer dana 
dari APBN ke daerah dialokasikan 
dalam bentuk dana perimbangan. 
Dana perimbangan ini salah satu 
sumber utama pendapatan daerah 
terutama di Pemda Kabupaten dan 
Kota. Pada tahun 2020 nilai dana 
perimbangan yang masuk ke Pemda 
Provinsi Jawa Barat mencapai Rp. 
15.881,42 milyar atau meningkat 
7,92% di banding tahun sebelumnya. 
Dan di  tahun  2021  ditargetkan  
mengalami  peningkatan  sebesar  
2,60%  atau  sebesar  Rp. 16.293,82  
milyar.   Berbeda  dengan  di  
Kabupaten/Kota  Se-Jawa  Barat  
dimana  realisasi  dana perimbangan  
mengalami  penurunan  sebesar  
8,06%  dibandingkan  dengan  tahun 
sebelumnya atau mencapai Rp. 
43.659,79 milyar. Hal yang sama 
dengan target tahun 2021 yang turun  
menjadi sebesar Rp. 42.312,63 milyar 
atau turun sebesar 3,09% dari tahun 
2020.  

Pada umumnya  dana 
perimbangan yang ditransfer dari 
pemerintah pusat cenderung 
mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  
tahun.    Dana  perimbangan  ke  
Pemda  Provinsi  masih mengalami  
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peningkatan sementara dana 
perimbangan di Wilayah 
Kabupaten/Kota mengalami 
penurunan. Penurunan ini terjadi pada 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
salah satu kemungkinan penyebabnya 
adalah Pandemi Covid-19 sehingga 
berdampak pada refocusing anggaran. 
Sumber pendapatan daerah lainnya 
berasal dari pendapatan lain-lain yang 
sah. Penerimaan lainnya ini terdiri 
atas pendapatan hibah, dana darurat, 
dana bagi hasil pajak provinsi, dana 
penyesuaian dan otonomi khusus. 
Dana otonomi khusus merupakan 
dana dari APBN yang dialokasikan 
kepada daerah yang mengalami 
bencana nasional, peristiwa luar biasa 
dan/atau crisis solvability ditambah 
bantuan keuangan dari provinsi atau 
Pemerintah Daerah lainnya.  

Pada tahun 2020 realisasi 
Pendapatan Lain-lain yang Sah di 
Pemda Provinsi Jawa Barat 
mengalami peningkatan sebesar 
29,04% dibanding tahun sebelumnya 
atau meningkat menjadi Rp. 100,98 
milyar. Sementara target di tahun 
2021 terjadi peningkatan 10,46% atau 
meningkat menjadi Rp. 111,54 milyar. 
Adapun di Pemda Kabupaten 
penerimaan dari pendapatan ini justru 
mengalami penurunan sebesar 1,96% 
atau turun menjadi Rp. 
24.069,61milyar.   Sementara target di 
tahun 2021 penerimaan dari 
pendapatan ini juga mengalami 
penurunan sebesar 11,38% atau turun 
menjadi Rp. 21.330,16 milyar. 

Capaian target belanja pada 
tahun 2020, untuk Pemda Provinsi 
Jawa Barat hanya mencapai 82,89% 
dari nilai target sebesar Rp.45.995,26 
milyar, sedangkan untuk Pemda 
Kabupaten/Kota nilai total capaian 
target belanjanya mencapai 92,88% 
dari target sebesar Rp.  95.826,29 
milyar.   Turunnya target belanja di 
sebabkan oleh turunnya capaian 
penerimaan pendapatan. 

Untuk tahun 2021 belanja 
Pemda provinsi Jawa Barat 
diperkirakan akan meningkat menjadi 
sebesar Rp.44.615,07 milyar atau 
meningkat 17,02%. Peningkatan ini 
dipicu oleh peningkatan belanja 
langsung yang sebesar 51,21% dengan 
komponen belanja yang meningkat 
tajam adalah pada belanja Modal yang 
meningkat sebesar 91,73% kemudian 
diikuti oleh belanja barang dan jasa 
sebesar 40,11% dan belanja pegawai 
8,23%. Sementara untuk sementara 
belanja tidak langsung hanya 9,23% 
dengan peningkatan tertinggi di 
belanja bantuan sosial sebesar 
171,84% kemudian diikuti oleh 
belanja bantuan keuangan, belanja 
bagi hasil dan belanja pegawai. 
Adapun belanja Pemda 
Kabupaten/Kota diperkirakan 
meningkat menjadi sebesar 4,99% 
atau menjadi Rp.89.006,81 milyar, 
dengan peningkatan  di  belanja  tidak  
langsung sebesar 6,33% dan belanja 
langsung 3,38%. Pada belanja tidak 
langsung, komponen belanja yang 
meningkat adalah belanja bunga, 
belanja bantuan sosial, dan belanja 
pegawai, sedangkan untuk komponen 
belanja subsidi dan belanja tak terduga 
mengalami penurunan. 

Struktur belanja antara Pemda 
Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota 
sangatlah berbeda. Pemda Provinsi 
struktur belanja sangat di dominasi 
oleh belanja tidak langsung yaitu 
sebesar 3 kali lipat belanja langsung.   
Sementara  Pemda  Kabupaten/Kota  
struktur  belanja  seimbang antara 
belanja langsung dan belanja tidak 
langsung (Grafik 2). Dari sisi belanja 
tidak langsung, untuk Pemda Provinsi 
Jawa Barat daya serap terbesar di 
belanja Hibah, kemudian belanja bagi 
hasil, belanja pegawai dan belanja 
bantuan keuangan. Daya serap Belanja 
Tidak Langsung Provinsi Jawa Barat 
pada tahun 2020 mencapai porsinya 
81,62% dan selisihnya untuk belanja 
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langsung sebesar 18,38% dari total 
pengeluaran (tanpa komponen 
pembiayaan pengeluaran). 

Kondisi capaian ini di saat 
pertumbuhan untuk realisasi 
pengeluaran melemah dibandingkan 
tahun sebelumnya. Hal ini akibat dari 
refocusing anggaran dalam upaya 
penanganan Pandemi Covid-19. 
Penurunan belanja langsung terjadi di 
belanja modal dan belanja pegawai 
yang masing masing turun sebesar 
33,89% dan 4,84%. Pada APBD tahun 
2021 porsi untuk daya serap belanja 
tidak langsung kembali ke posisi 
seperti sebelum terjadinya Pandemi 
Covid-19 yaitu disekitar 76,26% dan 
belanja langsung sebesar 23,74% 
dengan target pertumbuhan 
pengeluaran mencapai 17,02%. 
Berbeda dengan Pemda Provinsi, 
Porsi  daya serap untuk belanja tidak 
langsung dan belanja langsung hampir 
seimbang. Pada tahun 2020 realisasi 
porsi untuk belanja tidak langsung 
juga mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya yaitu dari 49,95 
tahun 2019 menjadi sebesar 54,58%  
tahun  2020.   Sebaliknya  porsi  
belanja  langsung  mengalami  
penurunan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yaitu dari 50,05% tahun 
2019 menjadi sebesar 45,42% di tahun 
2020. 

Tabel 7. 

Sumber : jabar.bps.go.id 

Dari sisi belanja tidak langsung, 
peningkatan porsi belanja tidak 
langsung akibat kenaikan dari belanja 
bunga, belanja bantuan sosial, belanja 
hibah dan belanja subsidi. Seperti 
halnya  dengan  Pemda Provinsi,  
merupakan  dampak  refocusing  
anggaran  untuk  penanganan Pandemi 
Covid-19. Penurunan belanja langsung 
terjadi di belanja modal sebesar 
30,11% dan belanja barang dan Jasa 
sebesar 5,18%. Rendahnya PAD juga 
disebabkan dampak  refocusing  
anggaran  untuk  penanganan Pandemi 
Covid-19. Hal ini terlihat pada struktur 
Pendapatan Daerah kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Barat masih didominasi 
oleh transfer yang diterima dari 
Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga 
mengakibatkan daerah tidak mandiri 
(Sartika dkk, 2017).  
Kemandirian Keuangan 

Berdasarkan  data  yang  diolah  
dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah  
Daerah  Provinsi  Jawa Barat, 
menunjukkan bahwa tingkat 
kemandirian keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi 
Jawa Barat tergolong sangat rendah. 

Berdasarkan penghitungan 
indeks pada table 5 terlihat bahwa 
Kabupaten Sukabumi, Cianjur, 
Bandung, Garut, Tasikmalaya, 
Ciamis, Cirebon, Majalengka, 
Sumedang, Indramayu, Subang, 
Purwakarta, Bandung Barat, 
Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan 
Kota Banjar termasuk kategori Sangat 
Rendah (0,000 - 0,200). Pada 2019 
dan 2020, Kabupaten Sumedang dan 
Pangandaran termasuk dalam kategori 
Rendah, namun pada tahun kedua 
pandemi Covid-19 pada tahun 2021  
statusnya  naik  kategori  menjadi 
rendah  dengan nilai indeks Sumedang 
0,249 dan Pangandaran 0,237. Untuk 
Kabupaten Kuningan pada 2019 
termasuk dalam kategori Rendah, 
namun pada tahun pertama dan kedua 
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pandemi Covid-19 pada tahun 2020 
dan 2021 statusnya turun menjadi 
sangat rendah dengan nilai indeks 
0,132. 

Adapun Kota Bandung dan Kota 
Bekasi dalam tiga tahun anggaran 
mengalami naik turun dalam kategori 
rendah dan sedang. Kota Bandung 
sebagai Ibukota Provinsi merupakan 
wilayah dengan indeks tertinggi dan 
termasuk  kategori sedang. Dalam 
konteks kemandirian keuangan, 
Kabupaten Garut  adalah 
kabupaten/kota yang  kemandirian 
keuangannya  paling rendah (nilai 
indeksnya 0,092 dan 0,093 pada 
2019-2020  dan  sedikit  meningkat  di  
tahun  2021  menjadi  0,096.  
Sebaliknya,  Kota  Bandung 
menyandang  status  sebagai  daerah  
dengan  kemandirian  keuangan  
tertinggi  dari  27 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat.  

Tabel 8. Kategori Kemandirian 
Keuangan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat 2019-2021 

 
 

Gambar 1. Grafik Rasio PAD 
terhadap Belanja/Pengeluaran 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Barat 2019-2021 

Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah) 
Dengan rendahnya kemandirian 

keuangan kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Barat, maka ini 
mengindikasikan bahwa daerah 
tersebut belum mampu menjalankan 
desentralisasi atau otonomi daerah. 
Karena salah satu ciri utama daerah 
yang mampu melaksanakan otonomi 
daerah terletak pada kemampuan 
keuangan daerah untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerahnya sehingga tingkat 
ketergantungan kepada pemerintah 
pusat menjadi kecil.  Karena PAD 
merupakan bagian yang diharapkan 
berkontribusi besar dalam 
memobilisasi dana penyelenggaraan 
pemerintah daerah. Kendati secara 
umum keuangan daerah kabupaten dan 
kota di Provinsi Jawa Barat mengalami 
peningkatan pertumbuhan PAD, namun 
tidak diikuti dengan peningkatan 
peran (Share) PAD terhadap belanja, 
sehingga masih terindikasi tingginya 
ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat (Hendriko, 
2021).  
 
Fleksibitas Keuangan   

Melalui  penerapan  desentralisasi,  
Pemerintah  Daerah  diharapkan  
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memiliki  fleksibilitas mengalokasikan   
pendapatan   untuk   membiayai   
belanja   di   daerah   dalam   rangka 
menyelenggarakan fungsi pemerintahan 
yang sesuai dengan kewenangannya. 
Fleksibilitas keuangan merupakan 
kondisi pemerintah daerah dalam 
meningkatkan sumber daya keuangan 
untuk merespon peningkatan komitmen, 
baik melalui peningkatan pendapatan atau 
meningkatkan kapasitas utang. Kondisi 
keuangan pemerintah daerah yang baik 
terjadi jika pemerintah daerah mampu 
mengantisipasi peristiwa yang tidak 
terduga di masa yang akan datang 
(fleksibilitas keuangan), seperti bencana 
alam dan bencana sosial.  

Berdasarkan tabel fleksibilitas 
keuangan, terlihat skor fleksibilitas 
keuangan di seluruh kabupaten kota di 
Provinsi Jawa Barat mengalami 
fluktuasi dan sebagian besar cenderung 
turun pada 2020 atau saat memasuki 
pandemi COVID-19. Hanya ada 5 
daerah (Kabupaten Sumedang, 
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten 
Pangandaran, Kota Bandung, dan Kota 
Bekasi) yang fleksibilitas keuangannya 
meningkat di pandemi, Kabupaten 
Sumedang mengalami kenaikan 0,24 
fleksibilitas keuangannya naik dibanding 
tahun sebelumnya (2019 dan 2020) 
Kabupaten Purwakarta memiliki 
fleksibilitas keuangan 0,18 pada 2019, 
naik menjadi 0,21 (2020) dan 0,23 
(2021), Kabupaten Pangandaran 
memiliki skor fleksibilitas 0,078; 0,062; 
0,237 mengalami kenaikan di tahun 
2021, Kota Bandung mengalami 
kenaikan juga di tahun 2021 dengan 
skor fleksibilitas 0,38; 0,35; 0,50, dan 
Kota Bekasi sempat mengalami 
penurunan di tahun 2020 namun naik 
kembali di tahun 2021 dengan skor 
fleksibilitas 0,406; 0,37; 0,40. 

 
 
 

Tabel 9. Fleksibilitas Keuangan 
Daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 
Barat  2019-2021 

Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah) 

 
Gambar 2. Grafik Rasio Fleksibilitas 

Keuangan Daerah Pemerintah 
Kabupaten/Kota Provinsi  

 Jawa Barat 2019-2021 
Mengacu pada data yang 

tergambar pada Tabel 6, dapat terlihat 
bahwa fleksibilitas keuangan  
daerah tingkat kabupaten kota di 
Provinsi Jawa Barat bervariasi. 
Terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota 
yakni Kabupaten Pangandaran dan Kota 
Bandung termasuk predikat Rendah. 
Kota Bekasi yang pada tahun 2019 
statusnya rendah, naik menjadi sedang  
pada 2020 namun turun pada 2021. 
Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa 
Barat mengalami fleksibiltas keuangan 
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yang naik turun di tahun sebelumnya 
dan sesudahnya antara lain Kabupaten 
Sukabumi, Bandung, Purwakarta, dan 
Kota Sukabumi. Terdapat 3 Kabupaten 
yang mengalami kenaikan predikatnya 
dari predikat sedang menjadi tinggi 
yakni Kabupaten Tasikmalaya, 
Kuningan, dan Bandung Barat. Indeks 
fleksibilitas pada Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun 
2019 - 2021 tertinggi adalah 
Kabupaten Bandung Barat, sedangkan 
yang terendah disandang oleh Kota 
Bekasi (2019 dan 2021). 

Fleksibilitas keuangan 
Rendahnya nilai rasio fleksibilitas 
keuangan yang didapatkan oleh 
pemerintah Kabupaten/kota 
menandakan bahwa masih adanya 
Kabupaten/kota yang belum dapat 
menjamin kelangsungan pemerintah 
daerahnya untuk mempertahankan 
fleksibilitas keuangannya dan 
mengatasi kejadian tak terduga di masa 
yang akan datang. Sesuai dengan 
konsep Fleksibilitas Keuangan daerah 
dimana semakin tinggi nilai Pendapatan 
yang berbanding lurus dengan 
penurunan kewajiban, belanja pegawai 
dan dana transfer khusus (DTK), maka 
semakin tinggi nilai rasio Fleksibilitas 
Keuangan.  
Sedangkan pada 2021 atau saat berada 
di masa pandemi, terdapat 11 
Kabupaten/Kota yang mengalami 
kenaikan skor fleksibilitas keuangan 
yaitu seperti tabel berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 10. 

 
Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah) 

Pada 2020, terdapat 11 
Kabupaten/Kota yang mengalami 
kenaikan skor fleksibilitas keuangan 
seperti tabel berikut: 

Tabel 11. 

 
Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah) 

Sedangkan sebagian besar 
daerah lain, fleksibilitas keuangan 
menurun pada 2020-2021, meskipun 
DAK naik. Sebagaimana telah 
diuraikan di atas, Kabupaten Bandung 
Barat memiliki fleksibilitas keuangan 
yang paling baik, dimana pada 
2019-2021 skornya terus naik. Pada 
2021, realisasi pendapatan daerah 
Kabupaten Bandung Barat meningkat di 
masa pandemi, dari Rp.  
2.530.168.878,20 pada 2020 menjadi 
Rp. 2.713.789.172,95 Ini turut 
memperbesar fleksibilitas keuangan 
daerah.  
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Sedangkan Kota Bekasi, 
trendnya mengalami penurunan. Pada 
2019 Kota Bekasi  
memiliki skor 0,308 naik pada 2020 
menjadi 0,401 dan anjlok pada 2021  
menjadi 0,202. Padahal, pada 2021, 
Kota Bekasi yang merupakan salah 
satu daerah penyangga ibu kota negara 
yang memiliki akses jalan yang bagus 
dan sudah mengalami kenaikan 
pendapatan dari Rp. 4.783.601.377,41 
pada 2020 menjadi  
Rp. 5.722.216.542,12  di 2021. 
Sejumlah daerah berhasil memperbaiki 
fleksibilitas keuangan dengan salah 
satu strateginya mengurangi belanja 
pegawai pada 2020, terdapat 22 
Kabupaten/Kota di antaranya yaitu 
Kabupaten Kota Bandung, Kota Bekasi, 
Indramayu, Kuningan, Bandung Barat, 
Karawang, Subang, Purwakarta, Kota 
Depok, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, 
Kota Bogor, Bogor, Kota Banjar, Kota 
Tasikmalaya, Sumedang, Kota 
Sukabumi, Cianjur, Kota Cirebon, 
Ciamis, dan Kota Cimahi. Pada 2021, 
terdapat 17 Kabupaten/Kota yang 
berhasil diantaranya Kabupaten Cianjur, 
Bogor, Sumedang, Cirebon, 
Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, 
Kuningan, Kota Cirebon, Kota Bogor, 
Pangandaran, Kota Depok, Sukabumi, 
Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota 
Sukabumi, dan Kota Banjar. 

Strategi  pengurangan  belanja  
pegawai  juga  turut  membantu  
daerah  lain  memperbaiki fleksibilitas 
keuangan pada 2021, seperti di 17 
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi 
Jawa Barat. Hanya langkah 
pengurangan belanja pegawai tidak 
berdampak banyak di daerah lain, baik 
di 2020 maupun 2021.  
 
Solvabilitas Layanan  

Kondisi keuangan daerah 
menurut Nolenberger, dkk (2003), 
Groves, dkk (1981), dan Ritonga 
(2014) adalah kapasitas pemerintah 

daerah dalam mengalokasikan dana 
untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakatnya secara berkelanjutan. 
Kapasitas pendanaan daerah ini 
dibedakan menjadi Solvabilitas 
Layanan, Solvabilitas Anggaran, 
Solvabilitas Jangka Panjang, dan 
Solvabilitas Kas. Solvabilitas Layanan 
merupakan kapasitas Pemerintah 
Daerah dalam memberikan layanan 
kepada warganya secara kuantitatif 
maupun kualitatif sesuai dengan 
kebutuhan warga. Solvabilitas layanan 
menurut Ritonga (2013) dapat diukur 
dengan rasio total belanja perkapita dan 
rasio total belanja modal perkapita. 

Berdasarkan data BPS terkait 
dengan statistik keuangan daerah 
Kabupaten/Kota se  
Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2021, 
dan data jumlah penduduk 
masing-masing Kabupaten/Kota se 
Provinsi Jawa Barat tahun 2019 - 2021, 
maka dapat diketahui: (1) Rasio total 
belanja perkapita, (2) Rasio belanja 
modal perkapita, (3). Indeks 
Solvabilitas layanan berdasarkan rasio 
total belanja perkapita, dan (4). Indeks 
Solvabilitas layanan berdasarkan rasio 
belanja modal perkapita.  

Rasio Total Belanja Perkapita dan 
Indeks Solvabilitas layanan 
Berdasarkan data pada tabel 7 di 
bawah ini dapat diketahui bahwa rasio 
total belanja perkapita pada tahun 2019 
yang terkecil Kota Bogor dengan rasio 
belanja Rp 1.506.075,- per kapita 
dengan indeks solvabilitas layanan di 
angka 0,386, dan yang tertinggi  
Kota Cirebon dengan nilai rasio 
belanja perkapita sebesar Rp  
5.670.410 perkapita dengan indeks 
solvabilitas layanan pada angka 0,408. 
Kejadian serupa dialami pada  
tahun 2020, rasio total belanja 
perkapita terkecil sebesar Rp  
1.444.175 per kapita di Kota  
Bogor, dan terbesar dengan nilai Rp  
5.304.026 perkapita di Kota Cirebon. 
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Indeks solvabilitas layanan di Kota 
Bogor sebesar 0,412 sedangkan di Kota 
Cirebon sebesar  
0,421. Kejadian yang berbeda di tahun 
2021 nilai rasio total belanja perkapita 
terkecil di Kabupaten Cianjur, dengan 
nilai Rp  1.206.032 perkapita, dan 
terbesar di Kota Cirebon dengan nilai 
Rp  4.331.727,- perkapita. Indeks 
Solvabilitas Layanan di  
Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 
sebesar 0,372,- dan tertinggi di Kota 
Cirebon dengan nilai 0,489. Skala indeks 
Solvabilitas layanan dari 0,000 sampai 
1,000.  

Tabel 12. Kategori Solvabilitas 
Layanannya berdasarkan 

Pengeluaran Per Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 

2021 

 
Sumber : Hasil perhitungan dan penilaian, 
dari data BPS 

Gambar 3. Grafik Rasio Solvabilitas  
Layanannya berdasarkan 

Pengeluaran Per Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 
2021 

Sumber: hasil perhitungan data BPS, 
Statistik keuangan daerah Provinsi Jawa 

Barat 2019-2021 
Berdasarkan gambar grafik di 

atas dapat terlihat bahwa hampir 
semua Kabupaten/Kota berada di 
garis rata-rata Provinsi Jawa Barat, 
namun ada yang berada di bawah garis 
rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten 
Indramayu. Sedangkan 
Kabupaten/Kota yang nilai rasio total  
pengeluaran di atas rata-rata adalah 
Kota Cirebon, Kota Sukabumi, 
Kabupaten Kuningan, Kota Cimahi, 
Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, dan 
Kota Bandung. 

Rasio Belanja Modal Perkapita 
dan Indeks Solvabilitas layanan  
Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) yang dimaksud 
dengan belanja modal adalah 
pengeluaran anggaran untuk 
mendapatkan aset tetap dan asset 
lainnya yang dapat berfungsi lebih dari 
satu tahun akuntansi. Hasil perhitungan 
rasio belanja modal perkapita dan 
indeks solvabilitas layanan berdasarkan 
belanja modal perkapita tersaji dalam 
tabel di bawah ini. 
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Tabel 13. Kategori Solvabilitas 
Layanan berdasarkan Belanja 

Modal Perkapita di 
Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa 

Barat tahun 2019 – 2021. 

 
Sumber : Data hasil perhitungan dan 
analisa, data statistic keuangan daerah 
Provinsi Jawa Barat 2019-2021Serta 
data statistik penduduk per 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 
tahun 2019-2021. 

Berdasarkan data tabel di atas 
diketahui bahwa rata-rata belanja modal 
daerah kota pada 
tahun 2019 – 2021 lebih tinggi dari 
rata-rata-rata Provinsi Jawa Barat, dan 
lebih tinggi juga dari rata-rata 
kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 
Rata-rata belanja Modal Kota lebih 
tinggi dari rata-rata belanja modal 
Provinsi Jawa Barat, dan lebih rendah 
dari rata-rata belanja modal perkapita 
daerah Kabupaten. Belanja modal 
perkapita terkecil pada tahun 2019 di 
Kabupaten Bandung Barat dengan nilai 
Rp 198.836,- perkapita, pada tahun 
2020 di kabupaten Karawang dengan 
nilai Rp 116.947,- perkapita, dan pada 
tahun 2021 di Kabupaten Cianjur 

dengan nilai sebesar Rp 87.836,- 
perkapita. Rasio belanja modal terbesar 
tahun 2019 dan 2020 ada pada 
kabupaten Pangandaran dengan nilai di 
tahun 2019 sebesar Rp  1.249.874,- 
perkapita, dan di tahun 2020 sebesar Rp  
1.157.375,-perkapita, sedangkan di 
tahun 2021 ada pada Kabupaten 
Majalengka dengan nilai Rp  669.424,- 
perkapita. Perbandingan hasil rasio 
belanja modal terkecil dan terbesar 
perkabupaten/kota di Jawa Barat telah 
menciptakan disparitas kesenjangan 
pelayanan yang dengan perbandingan 
satu berbanding enam. Hal yang sama 
juga terjadi pada indeks solvabilitas 
layanan berdasarkan belanja modal 
perkapita. Daerah kota memiliki indeks 
solvabilitas layanan yang lebih 
kecildibandingkan dengan kabupaten 
dan dibandingkan dengan rata-rata Jawa 
Barat. Semakin indeks solvabilitas 
layanannya berarti rasio belanja modal 
perkapita semakin besar, hal juga berarti 
APBD Kabupaten/Kota yang 
dialokasikan ke belanja modal juga 
semakin besar. Dengan demikian 
layanan kepada masyarakat juga 
semakin terpenuhi. 

Gambar 4. Grafik Rasio Solvabilitas 
Layanannya berdasarkan Belanja 
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Modal Per Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 

2021 
Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah) 

Dari pengukuran masing-masing 
indikator, terlihat bahwa daerah yang 
kondisi Kesehatan 
keuangannya baik adalah Kabupaten 
Pangandaran, Kabupaten Majalengka, 
Kota Cirebon, dan Kota Banjar. Dalam 
tiga tahun, 2019 – 2021 kondisi 
keuangan Kabupaten Pangandaran 
relatif stabil, walaupun dua tahun 
pandemi Covid-19 daerah tersebut tidak 
mengalami goncangan berarti. 
Demikian halnya dengan Kabupaten 
Majalengka, walaupun indeksnya 
sempat turun di awal pandemi (2019, 
dan 2020) namun pada tahun 2021 
indeksnya meningkat signifikan. 
Sebaliknya kondisi kesehatan keuangan 
yang tergolong buruk yakni Kabupaten 
Cianjur, Karawang, dan Bandung Barat. 
Ketiga daerah ini indeks kondisi 
keuangan jauh dari wilayah lainnya. 
Pada tahun 2019 Kabupaten Bandung 
Barat dan tahun 2021 Kabupaten 
Cianjur merupakan daerah dengan 
indeks terendah sementara pada 2020 
yang terendah adalah Kabupaten 
Karawang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 14. Indeks Kesehatan 
Keuangan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Barat, 2019 – 2021. 

Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Kebijakan desentralisasi fiskal 
yang memberikan kewenangan yang 
besar bagi Pemerintah Daerah untuk 
menggali potensi sumber-sumber 
pendapatan daerah, idealnya dapat 
mendorong Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 
mencapai kesehatan fiskal yang lebih 
baik. Terlebih wilayah tersebut 
merupakan daerah yang memiliki 
sumber daya alam yang kaya dengan 
investasi yang besar. Berdasarkan 
analisis data yang berfokus pada tiga 
indikator terlihat bahwa kesehatan 
fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Barat secara rata-rata mengalami 
penurunan dari tahun 2019 
dibandingkan 2020. Sebagian besar 
daerah terdampak pandemi Covid-19, 
namun beberapa daerah malah kondisi 
kesehatan fiskalnya cenderung naik. 

Dari sisi kemandirian, hampir 
semua kabupaten/kota indeks-nya 
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sangat rendah dan rendah. Hanya 
beberapa kabupaten/kota yang 
menyandang predikat Tinggi dan Sangat 
Tinggi. Dari hasil analisis, terlihat 
bahwa beberapa kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Barat masih berstatus 
tidak mandiri atau tidak mampu  
membiayai  penyelenggaraan  
pemerintahan  dan  pembangunan  
secara  otonom. Mayoritas 
kabupaten/kota masih mengandalkan 
dana perimbangan yang lebih besar 
dari pemerintah pusat karena PAD 
masih rendah.  

Dari sisi fleksibilitas keuangan, 
beberapa daerah di Provinsi Jawa 
Barat juga termasuk kategori rendah, 
karena daerah-daerah tersebut sangat 
tergantung pada dana transfer. Namun 
pada tahun 2020 beberapa daerah 
fleksibitasnya naik karena salah satu 
strateginya mengurangi belanja 
pegawai.  

Dari segi solvabilitas layanan 
yang dicerminkan dari pengeluaran 
perkapita per tahun,  
Kabupaten Pangandaran berturut-turut 
dari tahun 2019 - 2021 dengan nilai 
sangat tinggi, diikuti  
Kota Cirebon pada tahun 2019-2020 
tinggi, tahun 2021 masuk kategori 
sedang. Kabupaten/Kota dengan 
kategori solvabiltas layanan sangat 
rendah ada pada Kabupaten Cianjur, 
Karawang, dan Bandung Barat. Bila 
ditinjau dari belanja modal perkapita 
maka solvabilitas layanan dengan 
kategori sangat tinggi ada pada 
Kabupaten Pangandaran pada tahun 
2019-2021, kemudian Kabupaten 
Majalengka dari kategori rendah pada 
tahun 2019, tahun 2020 menjadi sedang 
dan pada tahun 2021 naik signifikan 
menjadi sangat tinggi , sedangkan 
kategori sangat rendahnya ditempati 
Kabupaten Cianjur, Karawang, dan 
Bandung Barat pada tahun 2019 - 
2021.  

Masih rendahnya kemandirian 
keuangan, fleksibilitas keuangan dan 
solvabilitas layanan sebagian besar 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 
ini mengakibatkan daerah-daerah 
tersebut belum memadai untuk 
menerapkan otonomi daerah 
sebagaimana yang diharapkan dari 
kebijakan desentralisasi dalam UU No 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan UU No 22 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana 
Daerah.  
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